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KNEKS dan Perkembangan Ekonomi Syariah 

Indonesia
1
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“Pesantren tidak hanya melahirkan orang paham agama tapi juga bisa memakmurkan 

bumi. Pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan 

melahirkan santripreneur. Hal ini tujuannya untuk memakmurkan bumi guna 

mensejahterakan Indonesia.” Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (Sakinah) yang 

ditandai dengan peluncuran Gerakan Santri Menabung, Depok, 31 Oktober 2022

1

2

3

“Pesantren di seluruh pelosok negeri harus terus kita dorong 

untuk menggalakkan kegiatan dan pembelajaran di bidang 

ekonomi dan keuangan syariah dalam kurikulumnya.” - Indonesia 

Sharia Economic Festival 2022 di JCC Senayan, 6 Oktober 2022

“Pesantren diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional baik 

melalui pengembangan bidang keuangan seperti program Bank Wakaf 

Mikro, BMT, atau usaha ultra mikro lainnya maupun sektor rill.” - 

Peringatan HSN 2021, Jakarta

“Lokomotif penggerak ekonomi syariah antara lain adalah lembaga keuangan 

syariah, baik bank ataupun non-bank.”- Pengukuhan Prof. Dr. KH. Ma'ruf 

Amin sebagai Guru Besar Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara, 2018

Literasi Keuangan Syariah menjadi 50 %. - Rapat Pleno KNEKS, 2022

4

5

Amanat Wakil Presiden Terkait Pesantren
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KNEKS dan Fokus Pengembangan Ekonomi Syariah

5

KETUA (PRESIDEN RI)

WAKIL KETUA/KETUA HARIAN 

(WAKIL PRESIDEN RI)

SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA 

(MENTERI KEUANGAN)

ANGGOTA

MANAJEMEN EKSEKUTIF

SEKRETARIAT
Unit Kerja Dipimpin Oleh:

1. Direktur Industri Produk Halal

2. Direktur Jasa Keuangan Syariah

3. Direktur Keuangan Sosial Syariah

4. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah

5. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah

DIPIMPIN OLEH DIREKTUR EKSEKUTIF

PIMPINAN

Bertanggung Jawab Kepada Ketua Koordinasi dan Pemberian ArahanPemantauan dan Evaluasi Koordinasi Administrasi

1. Direktur Keuangan dan Umum

2. Direktur Pemantauan Program dan 

Kinerja

DIPIMPIN OLEH KEPALA SEKRETARIAT
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KNEKS Sebagai Katalisator Pertumbuhan 
Ekonomi Syariah Nasional

Pengembangan 

Industri Produk Halal

Pengembangan 

Industri Keuangan 

Syariah

Pengembangan Dana 

Sosial Syariah

Pengembangan dan 

Perluasan Kegiatan 

Usaha Syariah

Penyelenggaraan Fungsi KNEKS sebagaimana dimaksud dalam PP 28 Tahun 2020 Pasal 4 

Pemberian rekomendasi kebijakan dan 
program strategis pembangunan 
nasional di sektor ekonomi dan 

keuangan syariah

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, 
dan sinergitas penyusunan dan 

pelaksanaan rencana arah kebijakan 
dan program strategis pada sektor 

ekonomi dan keuangan syariah

Perumusan dan pemberian 
rekomendasi atas penyelesaian 
masalah di sektor ekonomi dan 

keuangan syariah

Pemantauan dan evaluasi atas 
pelaksanaan arah kebijakan dan 

program strategis di sektor ekonomi dan 
keuangan syariah

“Mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan 
syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional” 

Tugas KNEKS

Ruang Lingkup 
Ekonomi dan 
Keuangan 
Syariah

1 2 3 4

I  Komite Nasional Ekonomi dan KeuanganSyariah 6



Lanskap Ekonomi dan Keuangan Syariah

SUMBER DAYA MANUSIA

Institusi Pendidikan

Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi Profesi

RISET & 

PENGEMBANGAN

Halal science

Keuangan Syariah

REGULASI

Peraturan

Standards

Fatwa

BRANDING

Sosialisasi

Promosi

TEKNOLOGI DIGITAL

Big Data, Blockchain

Internet of Things

Artificial Intelligence, dll

AWARENESS & 

PERLINDUNGAN 

KONSUMEN

SUPPLY DEMAND

PASAR 
DOMEST

IK

PASAR 
GLOBAL 

PASAR

Kawasan Industri Laboratorium Pelabuhan Lainnya

INFRASTRUKTUR INDUSTRI

KOMUNITAS

• Lembaga Islam

• Ormas

• Pesantren

Pasar Modal 

Syariah

Perbankan 

Syariah

IKNB Syariah

• BMT

• BWM

• Organisasi 

Pengelola ZIS

• Nadzir Wakaf

Investor 

Global

Dana 

Pemerintah

Investor 

Institusi
Investor 

Ritel

• Wakif

• Muzakki

• Donatur • Asosiasi

• Kelompok Usaha 

Rakyat

INDUSTRI HALAL

Masjid

SOCIAL FINANCE

COMMERCIAL FINANCE

Usaha Kecil

Korporasi

Usaha Menengah

Usaha Ultra Mikro

Usaha Mikro

Mustahik

INFRASTRUKTUR EKOSISTEM I  Komite Nasional Ekonomi dan KeuanganSyariah 7



Highlight Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

#3 Global Islamic 

Economy Indicator 

(GIEI) 2023 (#11 di 2018)

#3 Islamic Finance 

Development 

Indicator (IFDI) 
(#10 di 2018)

#3 Global Islamic 

Finance Report 

(GIFR) (#6 di 2018)

#1 Global Muslim 

Travel Index (GMTI) 

2023 & 2024 (#2 di 2022)

#3 Global Islamic 

Fintech Report 2023
(#4 di 2021)

(USD 000)

Kontribusi Aktivitas Usaha Syariah terhadap PDB 

Nasional pada Desember 2023 adalah 46,72% (± 

Rp9.761 Triliun), tumbuh 0,19% YoY

Sertifikasi Halal bertambah setiap tahunnya, 

dengan total 1.944.195 SH terbit per 31 Agustus 

2024, tumbuh 43% dari 2023

Total Ekspor Produk Halal 2023 mencapai USD 50,5 

Miliar, dalam 5 tahun terakhir meningkat 10,95%

1

2

3

4

5

6

7

8

Total Aset Keuangan Syariah Juni 

2024 Rp2.756,45 Triliun; tumbuh 12,48% (YoY)

Wakaf Uang Tumbuh mencapai 2,56 Triliun; ZIS 

– DSKL mencapai 32,3 Triliun

Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah 

telah Terbentuk di 30 Provinsi

#28,01% Indeks

Literasi Ekonomi 

Syariah (BI) 2023
(#23,3% di 2022)

USD (Ribu)

37.288.753 40.022.171 

57.038.741 
61.597.036 

50.543.453 

2019 2020 2021 2022 2023

USD (Ribu)

2021 2022 2023
 31 Ags
2024

Total 23.236 130.994 1.364.184 1.944.195

Self Declare 750 90.310 1.298.078 1.864.980

Reguler 22.486 40.684 66.106 79.215

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

I  Komite Nasional Ekonomi dan KeuanganSyariah 8



Salaam Gateway dan Dinar 

Standard menempatkan 

Indonesia di posisi pertama 

sebagai negara yang memiliki 

produsen halal terbesar diantara 

57 negara-negara OKI. 

30 diantara perusahaan global, 

15 berasal dari Indonesia.

Penilaian berdasarkan revenue, 

halal market, dan export to OIC 

countries.

HALAL FOOD (6) PHARMACEUTICALS (5)
COSMETICS (4)

INDONESIA PUSAT PRODUSEN HALAL DUNIA
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POTENSI PASAR PARIWISATA RAMAH MUSLIM GLOBAL

Top 5 negara dalam peringkat SGIER 2023

Sumber: DinarStandard, SGIER 2023

Pendekatan penilain di SGIER 

ditentukan oleh:

• Keuangan/Investasi

• Peraturan/pedoman

• Literasi/kesadaran

• Sosial/budaya

• Inovasi/teknologi

• Nilai pengeluaran wisatawan muslim global 

pada tahun 2022 sebesar USD 133 Miliar, 

naik 17% dari tahun sebelumnya seiring 

dengan pemulihan pasca COVID 19.

• Diperkirakan di tahun 2027 mengalami 

kenaikan sampai USD 174 Miliar dengan 

pertumbuhan 5,5% (CAGR).

• Nilai investasi terkait PRM meningkat 

signifikan dari USD 7,8 juta (2021/2022) 

menjadi USD 3,4 Miliar (2022/2023)

Investasi & Pengeluaran Wisatawan

30% 30% 10% 10% 10% 10%Weightage

10
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Pengembangan Bisnis Pesantren2

11
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Program One Pesantren One Product (OPOP)
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• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 
1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

• Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 24 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan One Pesantren One Product.

• One Pesantren One Product dimulai tahun 2019 dengan 
target 1.000 pesantren setiap tahun selama 5 tahun yang 
memiliki produk yang tersebar di 627 Kecamatan di Jawa 
Barat.

• Sasaran: pesantren atau koperasi pesantren yang memiliki 
potensi bisnis atau bisnis yang sudah berjalan.

• Info terupdate:

✓ Realisasi 2019-2023: 5.018 Pesantren Peserta di 27 
Kabupaten/Kota dengan 9 Bidang Usaha.

JAWA TIMUR

• Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2020 tentang 
One Pesantren One Product.

• Program OPOP terdiri atas: Santripreneur, 
Pesantrenpreneur, dan Sosiopreneur.

• Target: 1 juta santri wirausaha (Santripreneur), 1.000 
pesantren wirausaha (Pesantrenpreneur) dan 1.000 
Sosiopreneur alumni pesantren di akhir tahun 2023

JAWA BARAT



Kajian Dampak OPOP

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Padjadjaran melaksanakan kajian 
implementasi OPOP di Jawa Barat, dengan kesimpulan sbb: 

Pemberian apresiasi program One Pesantren One Product (OPOP) memberikan akselarasi 
dalam pengembangan usaha pesantren, seperti: kenaikan omzet dan kapasitas produksi, 
kepemilikan strategi bisnis, perubahan komposisi SDM pada usaha pesantren, dan 
bentuk usaha pesantren.

Program OPOP juga berdampak pada indikator makroekonomi. Pemberian 
Program OPOP dapat mendorong perekonomian (Laju Pertumbuhan Ekonomi). 
Program ini juga dapat menurunkan kemiskinan serta tingkat pengangguran.

Program OPOP juga mendorong pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
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Program Prioritas dan Reguler KNEKS 
Untuk Mendukung OPOP

03

04

0206

05

OPOP

One Pesantren
One Product

Usaha Syariah Berbasis 
Teknologi, Kreativitas, dan 
Inovasi 

Kelembagaan Ekonomi Syariah 
Tingkat Daerah melalui 
Pembentukan KDEKS

Inovasi Produk dan 
Layanan Keuangan Syariah

Penerbitan Saham/Sukuk 
UMKM Industri Halal

Sinergi 
Akselerasi Pengembangan 
UMKM Industri Halal

Pengembangan Layanan 
Keuangan Syariah Berbasis 

Pesantren dan Komunitas

01
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Tujuan Program Akselerasi OPOP

Fasilitasi penerbitan Saham / Sukuk melalui 
Securities Crowdfunding Syariah bagi UKM 
pelaksana OPOP di Pesantren.

Fasilitasi dukungan inovasi dan layanan 
keuangan syariah seperti Sukuk Daerah 
bagi Pengembangan OPOP.

Pengembangan Layanan Keuangan Syariah 
Berbasis Pesantren dan Komunitas

Percepatan Implementasi OPOP di Provinsi lain, terutama Provinsi yang telah membentuk Komite Daerah 
Ekonomi  dan Keuangan Syariah (KDEKS)

Pengembangan OPOP melalui: Inkubasi dan 
Peningkatan Kapasitas (Santripreneur, 
Pesantrenpreneur, Peraturan Pendukung); 
Sertifikasi Halal; Pembiayaan / Pendanaan, 
Pemasaran & Logistik, dan Digitalisasi.

Fasilitasi dukungan untuk alternatif 
teknologi, kreativitas dan inovasi.

Fasilitasi kerjasama dengan KDEKS untuk 
akselerasi implementasi OPOP di daerah 
masing-masing



Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Urgensi 
Inklusi 

Keuangan 
Syariah

Inklusi keuangan: ikhtiar peningkatan 
kesejahteraan memerlukan kehadiran layanan 
keuangan yang tepat.

Inklusi keuangan syariah masih rendah. 
Sebagian penyebab utamanya adalah masih 
minimnya jaringan layanan keuangan syariah 
dan rendahnya literasi keuangan syariah.

Perlu melibatkan Pesantren dan Lembaga 
Komunitas untuk memperluas jaringan layanan 
keuangan syariah→ gerakan Pesantren 
dan Lembaga Komunitas “naik kelas”.

1.

2.

3.

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Pembiayaan

Menabung

Transaksi
lainnya
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Akses Pembiayaan/Pendanaan Syariah 
Pada Usaha Berbasis Pesantren

PESANTREN

PESANTREN

▪ PERBANKAN SYARIAH (BUS, UUS & BPRS)

▪ PEER TO PEER (P2P) SYARIAH

▪ SCF SYARIAH

▪ LPDB (Khusus Kopontren)

UNIT USAHA

PONDOK PESANTREN

KOPERASI

PONDOK PESANTREN

(KOPONTREN)

SANTRI ENTERPRENEUR

USAHA ULTRA MIKRO 

SEKITAR PESANTREN

▪ KUR SYARIAH (KUR Super Mikro, Mikro & Kecil)

▪ Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

▪ PNM SYARIAH (Kelompok/Kumpulan, Khusus 

Perempuan)

▪ Bank Wakaf Mikro (BWM)

▪ Bank Zakat Mikro (BZM) / BAZNAS 

Microfinance (Khusus Dhuafa)
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Purwarupa Platform Digital Business Matching3

1
8
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Perkembangan Pembiayaan Syariah UMKM
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Sinergi Program Kementerian/Lembaga
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INKUBASI BISNIS

ASOSIASI BISNIS

▪ BES-KADIN

▪ KPMI

▪ OKE OCE

▪ TDA

▪ HIPMI

▪ APPHI

▪ Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi

▪ Inkubator Bisnis Non-Perguruan Tinggi

▪ Rumah BUMN

U
M

K
M

 

IN
D

U
S

T
R

I 
H

A
L
A

L

PEMBINAAN 

PELATIHAN

BUSINESS MATCHING

ISLAMIC FINANCIAL HUB

KUR Syariah, UMi 

Syariah, Dana Bergulir 

LPDB

PEMBIAYAAN DANA 

PROGRAM

BZM – BAZNAS, BWM

PEMBIAYAAN DANA 

SOSIAL

Perbankan Syariah 

(BUS/UUS, BPRS),  

Multifinance Syariah, 

BMT, Gadai Syariah, P2P 

Syariah

PEMBIAYAAN 

KOMERSIAL

LEMBAGA 

KEUANGAN 

SYARIAH

SECURITIES 

CROWDFUNDING 

SYARIAH

DIGITALISASI 

TRANSAKSI & 

LAPORAN KEUANGAN 

UMKM

CREDIT SCORING 

UMKM

LEGAL SUPPORT
(Perizinan, Sertifikasi, Paten 

Right, Dok Ekspor etc)

PURWARUPA

PLATFORM DIGITAL 

BUSINESS MATCHING

PENYELENGGARAAN

BUSINESS MATCHING

K/L

Business Matching Islamic Financial Hub
Pembiayaan/Pendanaan Syariah Terintegrasi
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Self Assesment UMKM vs Eligibility Criteria IJKS
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BUSSINESS 

MATCHING

PEMBIAYAAN 

UMKM

UMKM
Self Assesment

IJKS
Eligibility Criteria

Profil

UMKM

Aspek 

Keuangan

Profil

UMKM
Profil ProfilLokasi/Cabang ProdukProfil

Keuangan, 

Kebutuhan 

& Agunan

Platform membantu meningkatkan probabilitas keberhasilan business matching dengan mencocokan 

kondisi & kebutuhan UMKM dengan kriteria/persyaratan pembiayaan dari IJKS



KNEKS

Institusi Jasa Keuangan SyariahLembaga Pendamping UMKM

User Benefit Purwarupa Platform DBM
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UMKM

▪ Meningkatkan probabilitas 
keberhasilan business matching 
pembiayaan UMKM oleh IJKS

▪ Sarana monitoring & evaluasi 
keterjangkauan akses 
pembiayaan/ pendanaan UMKM;

▪ Database UMKM

▪ Mendapatkan rekomendasi mitra 
Institusi Jasa Keuangan Syariah 
yang sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi bisnis UMKM.

▪ Memudahkan pelaku UMKM untuk 
mengajukan pembiayaan/ 
pendanaan kepada IJKS.

▪ Memudahkan pendampingan 
akses keuangan syariah bagi 
UMKM Binaan/Dampingan.

▪ Memudahkan monitoring 
UMKM Binaan/Dampingan 
dalam mendapatkan 
pembiayaan/ pendanaan dari 
IJKS.

▪ Mendapatkan rekomendasi 
pelaku UMKM yang sesuai 
dengan persyaratan (eligibility 
criteria) Lembaga Keuangan 
Syariah.

▪ Meningkatkan volume 
pembiayaan/ pendanaan 
kepada UMKM.

USER PLATFORM
Digital Business Matching

KNEKS UMKM

Institusi Jasa Keuangan SyariahLembaga Pendamping UMKM



Proses Business Matching
Platform Pembiayaan/Pendanaan Syariah Terintegrasi
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Modul Pendamping UMKM
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Modul UMKM Berbasis Digital
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Ekosistem Bisnis Syariah berbasis Pesantren4

27
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Pilar Pengembangan UMKM (Berbasis Pesantren)
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Ekosistem UMKM (Berbasis Pesantren) - Ilustrasi
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UMKM di 
Pesantren



Skema Pemberdayaan UKM Pesantren
Case Cabai Juara Ekspor – Nudira, IPB, dan DEKS BI

K/L

Universitas

Coaching Ekspor

Importir

Fasiltasi Sarana Produksi 

(Alat, Mesin, & Green House)

End to end Pendampingan Santri 

untuk Produksi (Smart Farming)

Pendampingan Ekspor

Pesantren

Case: Diaspora Indonesia 

Menjadi Offtaker 

1

2

3

Pembukaan 

Akses Pasar & Logistik

4

5
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Konsep Rumah Produksi Halal Bersama Untuk Pesantren

Rumah Produksi 
Halal Bersama

Kumpulan
UKM Pesantren

Pabrik Bersama - RPHB Pabrik Sendiri

UMK UMKUMKUMK

1. Jasa Produksi
2. Perizinan & Sertifikasi
3. Desain & Jasa Pengemasan
4. Pemasaran
5. Pergudangan
6. Pendampingan, Riset & Pengujuan
7. Bahan Baku

1 2 3



Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (Zona KHAS) di Pesantren

ZONA KHAS
Zona kuliner halal, aman dan sehat merupakan tempat 

dimana semua pihak terkait bekerjasama untuk  menyediakan 
makanan dan minuman yang halal, sehat,  aman, dan 
lingkungan nyaman sesuai dengan kaidah  syariah.

ZONA KHAS
Zona kuliner halal, aman dan sehat merupakan tempat 

dimana semua pihak terkait bekerjasama untuk  menyediakan 
makanan dan minuman yang halal,  sehat,   aman, dan 

lingkungan nyaman sesuai dengan kaidah syariah.
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Sarana dan Prasarana Zona KHAS
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TAHAPAN IMPLEMENTASI ZONA KHAS DI PESANTREN 

Stakeholder terkait Zona KHAS

1. Satgas Halal Kemenag;

2. Bank Indonesia;

3. Dinkopukm;

4. Satgas Halal;

5. Dinas Pariwisata dan Ekraf;

6. Dinas Kesehatan

7. Labkesda

8. Puskesmas

9. BBTKLP

10. Bappeda/Bapelitbangda

11. Dinas Perindustrian/Perdagangan

12. Dinas terkait lainnya

N
o

v
e
m

b
e
r

Penentuan 

Lokus 

Zona KHAS

Audiensi

Pengelola 

dengan 

K/L terkait

Pemeriksaan 

Aman Sehat

(IKL/SLHS)

Labelisasi

(IKL/SLHS)

Pendaftaran

 NIB

Sosialisasi dan 

Pendampingan 

Halal

Sertifikasi

Halal 

Launching

Zona

KHAS 

Sosialisasi 

Pedoman

ZonanKHAS 

kepada tenant
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-

NTT

Diresmikan (20 Lokus) :

Siap Diresmikan (10 Lokus) :

1

NTB

SUMBAR

Tahap Persiapan (10 Lokus) :

2

LOKASI ZONA KHAS

1

-

RIAU

-

-

1

KEPRI

2

1

-

BABEL

-

-

-

LAMPUNG

1

1

3

DKJ

1

3

1

JABAR

1

1

-

DIY

-

6

2

JATENG

1

3

1

JATIM

1

-

1

SULUT

1

1

-

SULTRA

-

1

-

SULSEL

-

1

-

-

1

-

-
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Terima Kasih

Komplek Kementerian Keuangan

Gedung Djuanda II Lt. 17

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710



Industri Halal 4

37
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• JASA

Jenis Produk dan Jasa yang Wajib Bersertifikat Halal
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• BARANG

P

R
O  

D

U

K

1. Makanan

2. Minuman

3. Obat

4. Kosmetik

5. Produk Kimiawi

6. Produk Biologi

7. Produk Rekayasa Genetik

8. Barang Gunaan yang dipakai, 

digunakan, dan dimanfaatkan.

1. Penyembelihan

2. Pengolahan

3. Penyimpanan

4. Pengemasan

5. Pendistribusian

6. Penjualan

7. Penyajian

• Sertifikat halal yang diterbitkan

berlaku untuk 1 jenis produk.

• Jenis produk sesuai ketentuan

KMA No. 748 Tahun 2021

tentang Jenis Produk yang Wajib

Bersertifikat Halal.



SERTIFIKASI HALAL REGULER DAN SELF-DECLARE

Sertifikasi halal melalui
pemeriksaan dan/atau pengujian

kehalalan produk oleh LPH.

REGULER

Sertifikasi halal yang dilakukan
berdasarkan pernyataan pelaku

usaha

SELF-DECLARE

• Skala Usaha: Besar, Menengah, Kecil, 
Mikro

• Produk: Barang, Jasa
• Aktor Pemeriksa: Auditor Halal pada LPH
• Penetapan Halal: Komisi Fatwa MUI, 

Komite Fatwa Produk Halal

• Skala Usaha: Mikro, Kecil
• Produk: Barang
• Aktor Pemeriksa: Pendamping Proses 

Produk Halal yang teregister
• Penetapan Halal: Komite Fatwa 

Produk Halal
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SERTIFIKASI HALAL REGULER DAN SELF-DECLARE

Pelaku Usaha

BPJPH

LPH

MUI

BPJPH Penerbitan Sertifikat Halal

Sidang fatwa dan penetapan 

halal

Pemeriksaan dan /atau 

pengujian kehalalan produk

Pengiriman dokumen hasil 

pemeriksaan/pengujian ke MUI 

dengan tembusan kepada BPJPH 

Permohonan sertifikasi halal 

Penetapan LPH

Pemeriksaan kelengkapan 

dokumen permohonan

Pelaku Usaha

BPJPH

BPJPH Penerbitan Sertifikat Halal setelah 

BPJPH menerima ketetapan halal

Sidang fatwa atas laporan hasil 

pendampingan PPH yang telah 

diverifikasi BPJPH

Verifikasi dan validasi secara sistem 

atas laporan hasil

Penerbitan STTD (Surat Tanda 

Terima Dokumen)

Permohonan SH melalui pernyataan 

halal pelaku usaha di SIHALAL

Verifikasi dan validasi atas 

pernyataan pelau usahaP3H

Komite Fatwa 
Produk Halal
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Pelaku Usaha kemudian mengunduh SH di SIHALAL

Sumber: UU No 6 Tahun 2023 – PP Nomor 39 Tahun 2021

1 hari kerja

1 hari kerja

15 hari
 kerja 
*maks

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

10 hari
 kerja

1 hari kerja

21 Hari 
Kerja

12 Hari 
Kerja
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Profesi Pendukung Sertifikasi Halal

• Orang yang memiliki kemampuan melakukan 
pemeriksaan kehalalan Produk

• Ditugaskan oleh LPH untuk melakukan 
pemeriksaan kesesuaian dokumen dan lapangan

Auditor halal

Penyelia halal

Pendamping PPH

Juru sembelih Halal (JULEHA)

• Orang yang bertanggung jawab terhadap 
proses produksi halal di perusahaan

• Dapat berasal dari internal perusahaan 
maupun organisasi kemasyarakatan, instansi 
pemerintah, badan usaha atau perguruan 
tinggi

• Pihak yang melakukan pendampingan 
kepada pelaku usaha mikro dan kecil  
dalam memenuhi persyaratan 
kehalalan produk

• Pendamping dapat berasal dari instansi 
atau badan usaha pemerintah, 
perguruan tinggi, ormas dan Lembaga 
keagamaan Islam

• Juru sembelih yang memiliki kompetensi untuk 
melakukan penyembelihan sesuai dengan 
syariat Islam

• JULEHA disertifikasi oleh MUI
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THE NEW ERA OF INDONESIAN 
HALAL INDUSTRY

Strengthening the Sharia Economic Sector 

with the Support of the Halal Industry

Strengthening the Upstream Sector of the 

Halal Industry

Halal Certification Proponent

Indonesia Halal Products Data Integration

Industrialization of Halal Products


	Slide 1: Model Pemberdayaan Usaha Syariah (Pesantren dan Non Pesantren)
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7: Lanskap Ekonomi dan Keuangan Syariah
	Slide 8
	Slide 9: INDONESIA PUSAT PRODUSEN HALAL DUNIA
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12: Program One Pesantren One Product (OPOP)
	Slide 13: Kajian Dampak OPOP
	Slide 14: Program Prioritas dan Reguler KNEKS  Untuk Mendukung OPOP
	Slide 15: Tujuan Program Akselerasi OPOP
	Slide 16: Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
	Slide 17: Akses Pembiayaan/Pendanaan Syariah  Pada Usaha Berbasis Pesantren
	Slide 18
	Slide 19: Perkembangan Pembiayaan Syariah UMKM
	Slide 20: Sinergi Program Kementerian/Lembaga
	Slide 21: Business Matching Islamic Financial Hub Pembiayaan/Pendanaan Syariah Terintegrasi
	Slide 22: Self Assesment UMKM vs Eligibility Criteria IJKS
	Slide 23
	Slide 24: Proses Business Matching Platform Pembiayaan/Pendanaan Syariah Terintegrasi
	Slide 25: Modul Pendamping UMKM
	Slide 26: Modul UMKM Berbasis Digital
	Slide 27
	Slide 28: Pilar Pengembangan UMKM (Berbasis Pesantren)
	Slide 29: Ekosistem UMKM (Berbasis Pesantren) - Ilustrasi
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42: THE NEW ERA OF INDONESIAN  HALAL INDUSTRY

